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	Abstrak 
	
Anak merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari keberlangsungan kehidupan bangsa dan negara yang memiliki hak konstitusional untuk memperoleh perlindungan dari segala bentuk kekerasan, diskriminasi, dan perlakuan yang merendahkan martabat. Namun, fenomena perundungan (bullying) terhadap anak berkebutuhan khusus (ABK) masih sering terjadi karena mereka dianggap berbeda, baik dari segi kemampuan komunikasi, perilaku, maupun kondisi fisik. Meskipun Indonesia telah memiliki berbagai peraturan perundang-undangan, implementasi perlindungan hukum terhadap ABK belum berjalan secara optimal sehingga terjadi kesenjangan antara norma hukum dengan realitas sosial. Oleh karena itu, penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pengaturan hukum dalam perlindungan anak berkebutuhan khusus di Indonesia, penerapan perlindungan hukumnya di Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana (DP3AP2KB) Kota Medan, serta hambatan dan upaya yang dihadapi dalam penerapannya. Metode penelitian yang digunakan adalah penelitian hukum empiris dengan pendekatan yuridis sosiologis. Penelitian ini mengkaji ketentuan hukum yang berlaku beserta implementasinya di masyarakat dengan fokus di Dinas DP3AP2KB Kota Medan. Sumber bahan hukum yang digunakan meliputi bahan hukum primer (peraturan perundang-undangan), bahan hukum sekunder (buku, jurnal, artikel ilmiah), dan bahan hukum tersier (kamus hukum). Pengumpulan data dilakukan melalui studi kepustakaan dan wawancara, yang kemudian dianalisis secara kualitatif untuk disusun secara sistematis guna menjawab rumusan masalah penelitian. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pengaturan hukum perlindungan ABK di Indonesia secara normatif telah dijamin dalam Pasal 28B ayat (2) UUD 1945, Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak, dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016 tentang Penyandang Disabilitas. Di lapangan, Dinas DP3AP2KB Kota Medan menerapkan perlindungan hukum melalui mekanisme penerimaan pengaduan, pelaksanaan asesmen awal, pemberian pendampingan psikologis dan bantuan hukum, hingga koordinasi lintas sektor. Kendati demikian, penerapannya masih menghadapi hambatan berupa rendahnya kesadaran masyarakat untuk melaporkan kasus karena takut akan stigma sosial, keterbatasan tenaga profesional yang memiliki kompetensi ABK, kurangnya pemahaman sekolah mengenai pendidikan inklusif, serta lemahnya koordinasi antarlembaga. Upaya yang dilakukan untuk mengatasi hambatan tersebut mencakup program preventif berupa sosialisasi anti-bullying dan karakter di sekolah, penguatan pengawasan kebijakan, peningkatan kapasitas tenaga pendamping, serta upaya represif berupa penegakan hukum yang tegas demi efek jera sekaligus pemberian rehabilitasi psikologis yang berkelanjutan bagi korban.

Kata Kunci: Perlindungan Hukum, Anak Berkebutuhan Khusus, Perundungan (Bullying), Dinas DP3AP2KB Kota Medan.

	Abstract 
	
Children are an integral part of the continuity of the life of the nation and state who have the constitutional right to receive protection from all forms of violence, discrimination, and degrading treatment. However, the phenomenon of bullying against children with special needs (ABK) still often occurs because they are considered different, both in terms of communication skills, behavior, and physical conditions. Although Indonesia has various laws and regulations, the implementation of legal protection for ABK has not been running optimally, resulting in a gap between legal norms and social reality. Therefore, this study aims to determine the legal regulations in the protection of children with special needs in Indonesia, the implementation of legal protection in the Medan City Women's Empowerment, Child Protection, Population Control and Family Planning (DP3AP2KB) Service, as well as the obstacles and efforts faced in its implementation. The research method used is empirical legal research with a sociological juridical approach. This study examines the applicable legal provisions and their implementation in society with a focus on the Medan City DP3AP2KB Service. The sources of legal materials used include primary legal materials (statutory regulations), secondary legal materials (books, journals, scientific articles), and tertiary legal materials (legal dictionaries). Data collection was conducted through literature studies and interviews, which were then analyzed qualitatively to be systematically compiled to answer the research problem formulation. The results of the study indicate that the legal regulations for the protection of children with special needs in Indonesia have been normatively guaranteed in Article 28B paragraph (2) of the 1945 Constitution, Law Number 35 of 2014 concerning Child Protection, and Law Number 8 of 2016 concerning Persons with Disabilities. In the field, the Medan City DP3AP2KB Service implements legal protection through a complaint acceptance mechanism, initial assessment, psychological assistance and legal assistance, and cross-sector coordination. However, its implementation still faces obstacles in the form of low public awareness to report cases due to fear of social stigma, limited professional staff with special needs competencies, lack of school understanding of inclusive education, and weak inter- institutional coordination. Efforts made to overcome these obstacles include preventive programs in the form of anti-bullying and character education in schools, strengthening policy supervision, increasing the capacity of companions, and repressive efforts in the form of firm law enforcement for a deterrent effect as well as providing ongoing psychological rehabilitation for victims.

Keywords: Legal Protection, Children with Special Needs, Bullying, Medan City DP3AP2KB Service.


A. Pendahuluan 

Anak merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari keberlangsungan kehidupan bangsa dan negara. Dalam perspektif hukum nasional, anak memiliki hak untuk memperoleh perlindungan dari segala bentuk kekerasan, diskriminasi, dan perlakuan yang merendahkan martabat kemanusiaan. Perlindungan tersebut menjadi semakin penting ketika berbicara mengenai anak berkebutuhan khusus yang memiliki kondisi fisik, mental, intelektual, maupun sosial tertentu yang menyebabkan mereka membutuhkan perhatian dan perlindungan khusus dari negara, keluarga, dan masyarakat (Abdussalam, 2016). 
Fenomena perundungan atau bullying terhadap anak berkebutuhan khusus masih sering terjadi di lingkungan pendidikan maupun lingkungan sosial. Bentuk perundungan tersebut meliputi kekerasan verbal, penghinaan, pengucilan sosial, intimidasi, hingga kekerasan fisik yang menyebabkan trauma psikologis berkepanjangan bagi korban. Anak berkebutuhan khusus kerap menjadi sasaran perundungan karena dianggap berbeda dari anak lainnya, baik dari segi kemampuan komunikasi, perilaku, maupun kondisi fisik tertentu (Marlina, 2018). 
Kasus perundungan terhadap anak berkebutuhan khusus menunjukkan adanya persoalan serius dalam sistem perlindungan anak di Indonesia. Berdasarkan berbagai laporan lembaga perlindungan anak, tindakan bullying masih menjadi salah satu bentuk kekerasan yang paling banyak dialami oleh anak-anak di lingkungan sekolah. Kondisi tersebut menunjukkan bahwa implementasi perlindungan hukum terhadap anak berkebutuhan khusus belum berjalan secara optimal meskipun Indonesia telah memiliki  berbagai  peraturan  perundang-undangan  yang  mengatur  tentang perlindungan anak dan penyandang disabilitas (Marlina, 2018). 
Urgensi penelitian ini terletak pada pentingnya menciptakan sistem perlindungan hukum yang efektif terhadap anak berkebutuhan khusus sebagai kelompok rentan. Anak berkebutuhan khusus memiliki hak konstitusional untuk memperoleh perlakuan yang sama di hadapan hukum dan mendapatkan perlindungan dari segala bentuk diskriminasi. Apabila perlindungan hukum tidak dijalankan secara maksimal, maka tindakan perundungan akan terus berkembang dan berdampak pada terganggunya tumbuh kembang anak secara fisik maupun psikologis (Hadjon, 2015). 
Selain itu, keberadaan Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana (DP3AP2KB) memiliki peran strategis dalam memberikan perlindungan terhadap anak korban kekerasan, termasuk anak berkebutuhan khusus yang menjadi korban bullying. Namun demikian, dalam praktiknya masih ditemukan berbagai hambatan seperti keterbatasan sumber daya manusia, kurangnya pemahaman masyarakat mengenai hak anak berkebutuhan khusus, serta minimnya pelaporan kasus perundungan kepada instansi terkait (Soekanto, 2014). 
Signifikansi penelitian ini terletak pada kontribusinya dalam mengkaji efektivitas pengaturan hukum dan implementasi perlindungan hukum terhadap anak berkebutuhan khusus korban bullying. Penelitian ini diharapkan dapat memberikan masukan bagi pemerintah daerah, aparat penegak hukum, dan masyarakat dalam meningkatkan perlindungan hukum terhadap anak berkebutuhan khusus di Indonesia, khususnya di Kota Medan (Abdussalam, 2016). 
[bookmark: _bookmark2]Terdapat kesenjangan antara norma hukum yang mengatur perlindungan anak berkebutuhan khusus dengan realitas yang terjadi di masyarakat. Secara normatif, Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak dan Undang- Undang Nomor 8 Tahun 2016 tentang Penyandang Disabilitas telah memberikan
jaminan perlindungan terhadap anak berkebutuhan khusus. Akan tetapi, implementasi ketentuan tersebut belum sepenuhnya berjalan efektif, terutama dalam penanganan kasus bullying yang melibatkan anak berkebutuhan khusus sebagai korban. 
Berdasarkan uraian tersebut, maka penelitian ini penting dilakukan dengan judul “Perlindungan Hukum terhadap Anak Berkebutuhan Khusus dalam Tindak Pidana Perundungan (Bullying) Studi Kasus di Dinas DP3AP2KB Kota Medan” (Nasution, 2016). Tujuan penelitian ini adalah:Untuk mengetahui pengaturan hukum dalam perlindungan anak berkebutuhan khusus 

B. Metodologi 

A. Kerangka Teori dan Konsepsi
1. Kerangka Teori
1) Teori Perlindungan Hukum
Teori Perlindungan Hukum yang dikemukakan oleh Philipus M. Hadjon menjelaskan bahwa perlindungan hukum merupakan upaya untuk melindungi hak-hak masyarakat dari tindakan yang dapat merugikan serta memberikan jaminan terhadap pemenuhan hak tersebut melalui peraturan perundang- undangan (Hadjon, 2015). 
Dalam penelitian ini, teori perlindungan hukum digunakan untuk menganalisis bagaimana negara memberikan perlindungan terhadap anak berkebutuhan khusus yang menjadi korban bullying melalui berbagai peraturan perundang- undangan dan pelaksanaannya oleh DP3AP2KB.
2) Teori Hak Anak
[bookmark: _bookmark10]Teori Hak Anak menegaskan bahwa setiap anak memiliki hak untuk hidup, tumbuh, berkembang, memperoleh perlindungan, dan bebas dari segala bentuk diskriminasi maupun kekerasan. Anak berkebutuhan khusus merupakan kelompok anak yang memerlukan perlindungan khusus karena memiliki kerentanan yang lebih tinggi terhadap tindakan perundungan. Berdasarkan teori ini, negara, keluarga, masyarakat, dan lembaga pemerintah memiliki kewajiban untuk menjamin terpenuhinya hak-hak anak berkebutuhan khusus, termasuk hak untuk memperoleh perlindungan dari tindakan bullying baik di lingkungan keluarga, sekolah, maupun masyarakat.
2. Konsepsi
1) Perlindungan Hukum adalah segala upaya yang dilakukan berdasarkan ketentuan hukum untuk menjamin dan melindungi hak-hak anak dari berbagai bentuk ancaman, kekerasan, diskriminasi, dan perundungan. Konsepsi dalam penelitian ini meliputi pengertian anak berkebutuhan khusus, bullying, perlindungan hukum, dan tindak pidana. Anak berkebutuhan khusus adalah anak yang memiliki keterbatasan fisik, mental, intelektual, emosional, atau sosial sehingga membutuhkan pelayanan khusus dalam kehidupan sehari- hari. 
2) Anak Berkebutuhan Khusus adalah anak yang memiliki keterbatasan fisik, mental, intelektual, sensorik, emosional, atau sosial yang memerlukan pelayanan, pendampingan, dan perlindungan khusus dalam kehidupan sehari- hari. Bullying adalah tindakan agresif yang dilakukan secara sengaja dan berulang untuk menyakiti korban baik secara fisik, verbal, maupun psikologis (Marlina, 2018). 
B. Jenis dan Sifat Penelitian
Jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian hukum empiris dengan pendekatan yuridis sosiologis. Penelitian ini dilakukan dengan mengkaji ketentuan hukum yang berlaku serta implementasinya di masyarakat, khususnya di Dinas DP3AP2KB Kota Medan.
C. Sumber Bahan Hukum
[bookmark: _bookmark11]Sumber bahan hukum yang digunakan dalam penelitian ini terdiri dari bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, dan bahan hukum tersier. Bahan hukum primer meliputi peraturan perundang-undangan seperti Undang-Undang Dasar 1945, Undang- Undang Perlindungan Anak, dan Undang-Undang Penyandang Disabilitas (Hadjon, 2015). 
Bahan hukum sekunder meliputi buku, jurnal, artikel ilmiah, dan hasil penelitian terdahulu yang berkaitan dengan perlindungan anak berkebutuhan khusus dan bullying. Bahan hukum tersier meliputi kamus hukum, ensiklopedia, dan sumber lain yang mendukung penelitian (Nasution, 2016). 
D. Teknik Pengumpulan Data
Teknik pengumpulan data dilakukan melalui studi kepustakaan dan wawancara. Studi
kepustakaan dilakukan dengan menelaah berbagai literatur dan peraturan perundang-undangan yang relevan dengan penelitian (Soekanto, 2014). 
E. Analisis Data
Analisis data dilakukan secara kualitatif dengan mengolah data yang diperoleh dari studi
kepustakaan, kemudian disusun secara sistematis guna menjawab rumusan masalah.

C. Hasil dan Pembahasan 

1. Pengertian Anak Berkebutuhan Khusus
Anak berkebutuhan khusus merupakan anak yang memiliki keterbatasan atau karakteristik tertentu baik secara fisik, mental, intelektual, emosional, maupun sosial yang membutuhkan pelayanan khusus dalam proses tumbuh dan berkembang. Anak berkebutuhan khusus tidak hanya mencakup anak penyandang disabilitas, tetapi juga anak yang mengalami gangguan perkembangan dan hambatan dalam proses belajar.
Dalam perspektif hukum, anak berkebutuhan khusus termasuk kelompok rentan yang harus memperoleh perlindungan khusus dari negara. Perlindungan tersebut diberikan agar anak dapat memperoleh hak-haknya secara setara tanpa diskriminasi. Selain itu, Permendikbud Nomor 82 Tahun 2015 tentang Pencegahan dan Penanggulangan Tindak Kekerasan di Lingkungan Satuan Pendidikan juga memberikan dasar hukum dalam penanganan bullying di sekolah. Peraturan ini mewajibkan sekolah untuk menciptakan lingkungan pendidikan yang aman, nyaman, dan bebas dari kekerasan.
2. Pengaturan Perlindungan Anak dalam Undang-Undang Dasar 1945
[bookmark: _bookmark17]Perlindungan hukum terhadap anak berkebutuhan khusus merupakan bagian penting dalam sistem hukum nasional Indonesia. Anak berkebutuhan khusus termasuk kelompok rentan yang memerlukan perhatian dan perlindungan khusus karena memiliki keterbatasan tertentu baik secara fisik, mental, intelektual, maupun sosial. Dalam konteks hukum, negara memiliki kewajiban untuk memberikan perlindungan terhadap hak-hak anak berkebutuhan khusus agar mereka dapat hidup, tumbuh, berkembang, dan berpartisipasi secara optimal dalam kehidupan bermasyarakat. 
Konstitusi Indonesia telah memberikan jaminan perlindungan terhadap anak melalui Pasal 28B ayat (2) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang menyatakan bahwa setiap anak berhak atas kelangsungan hidup, tumbuh dan berkembang serta berhak atas perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi. Ketentuan tersebut menjadi landasan konstitusional dalam pembentukan berbagai regulasi yang berkaitan dengan perlindungan anak.
Salah satu regulasi utama yang mengatur perlindungan anak adalah Undang- Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak. Undang-undang ini menegaskan bahwa perlindungan anak merupakan segala kegiatan untuk menjamin dan melindungi anak beserta hak-haknya agar dapat hidup, tumbuh, berkembang, dan berpartisipasi secara optimal sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan. 
Dalam Pasal 59 Undang-Undang Perlindungan Anak disebutkan bahwa pemerintah berkewajiban	memberikan	perlindungan	khusus	kepadaanak penyandang disabilitas dan anak korban kekerasan fisik maupun psikis. Perlindungan khusus tersebut dilakukan melalui penanganan yang cepat, rehabilitasi fisik dan psikologis, serta pendampingan sosial. Selain Undang-Undang Perlindungan Anak, terdapat pula Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016 tentang Penyandang Disabilitas yang memberikan pengaturan khusus mengenai hak-hak penyandang disabilitas termasuk anak berkebutuhan khusus. Undang-undang ini menegaskan bahwa penyandang disabilitas memiliki hak atas pendidikan, kesehatan, pekerjaan, aksesibilitas, dan perlindungan dari tindakan diskriminatif.
[bookmark: _bookmark21]Dalam hukum pidana Indonesia, tindakan bullying yang menyebabkan penderitaan fisik maupun psikis dapat dikategorikan sebagai tindak pidana. Ketentuan mengenai penganiayaan diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), sedangkan bullying melalui media sosial dapat dijerat menggunakan Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik. Selain itu, Permendikbud Nomor 82 Tahun 2015 tentang Pencegahan dan Penanggulangan Tindak Kekerasan di Lingkungan Satuan Pendidikan juga memberikan dasar hukum dalam penanganan bullying di sekolah. Peraturan ini mewajibkan sekolah untuk menciptakan lingkungan pendidikan yang aman, nyaman, dan bebas dari kekerasan.
Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak merupakan dasar hukum utama dalam memberikan perlindungan terhadap anak di Indonesia. Dalam Pasal 1 angka 2 disebutkan bahwa perlindungan anak adalah segala kegiatan untuk menjamin dan melindungi anak beserta hak-haknya agar dapat hidup, tumbuh, berkembang, dan berpartisipasi secara optimal sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan. 
Undang-undang ini juga mengatur mengenai perlindungan khusus terhadap anak penyandang disabilitas dan anak korban kekerasan. Pemerintah berkewajiban memberikan rehabilitasi, pendampingan sosial, bantuan hukum, dan perlindungan terhadap anak korban bullying.
[bookmark: _bookmark25]Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016 tentang Penyandang Disabilitas memberikan jaminan perlindungan terhadap hak-hak penyandang disabilitas termasuk anak berkebutuhan khusus. Hak-hak tersebut meliputi hak pendidikan, kesehatan, aksesibilitas, dan perlindungan dari diskriminasi.
Undang-undang ini menegaskan bahwa penyandang disabilitas memiliki kedudukan hukum yang sama dengan warga negara lainnya. Oleh karena itu, segala bentuk tindakan diskriminatif termasuk bullying terhadap anak berkebutuhan khusus merupakan pelanggaran terhadap hak asasi manusia.
Bullying merupakan tindakan agresif yang dilakukan secara sengaja dan berulang untuk menyakiti korban baik secara fisik, verbal, maupun psikologis. Dalam praktiknya, bullying dapat terjadi di lingkungan sekolah, keluarga, maupun media sosial. Meskipun istilah bullying belum diatur secara khusus dalam KUHP, namun tindakan bullying dapat dikategorikan sebagai tindak pidana apabila memenuhi unsur-unsur penganiayaan, penghinaan, ancaman, atau kekerasan psikis. Selain itu, cyber bullying dapat dijerat menggunakan ketentuan dalam Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik.
[bookmark: _bookmark29]Lingkungan pendidikan memiliki peran penting dalam memberikan perlindungan terhadap anak berkebutuhan khusus. Permendikbud Nomor 82 Tahun 2015 tentang Pencegahan dan Penanggulangan Tindak Kekerasan di Lingkungan Satuan Pendidikan mengatur bahwa sekolah wajib mencegah dan menangani tindakan kekerasan termasuk bullying. Sekolah wajib menciptakan lingkungan pendidikan yang aman dan inklusif bagi seluruh peserta didik termasuk anak berkebutuhan khusus.Guru dan tenaga pendidik harus memberikan pengawasan dan pembinaan agar tidak terjadi tindakan diskriminatif terhadap anak berkebutuhan khusus.
Pengaturan mengenai perlindungan anak berkebutuhan khusus juga tidak terlepas dari instrumen hukum internasional. Indonesia telah meratifikasi Konvensi Hak Anak melalui Keputusan Presiden Nomor 36 Tahun 1990. Konvensi tersebut mengatur bahwa setiap anak harus dilindungi dari segala bentuk kekerasan fisik maupun mental, penelantaran, eksploitasi, dan perlakuan diskriminatif.
Pemerintah Indonesia juga telah meratifikasi Convention on the Rights of Persons with Disabilities (CRPD) melalui Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2011. Ratifikasi tersebut menunjukkan komitmen negara dalam menjamin hak- hak penyandang disabilitas termasuk anak berkebutuhan khusus.
Meskipun secara normatif perlindungan hukum terhadap anak berkebutuhan khusus telah diatur secara cukup lengkap, namun implementasinya masih menghadapi berbagai tantangan. Banyak kasus bullying yang tidak dilaporkan karena korban dan keluarganya merasa takut atau malu. Selain itu, masyarakat masih memiliki stigma negatif terhadap anak berkebutuhan khusus sehingga menyebabkan diskriminasi dan pengucilan sosial.
[bookmark: _bookmark34]Kurangnya pemahaman tenaga pendidik mengenai pendidikan inklusif juga menjadi salah satu faktor penyebab masih terjadinya bullying di sekolah. Guru sering kali belum memiliki kemampuan untuk menangani interaksi sosial antara anak normal dan anak berkebutuhan khusus secara efektif.  Dalam perspektif teori perlindungan hukum, negara wajib memberikan perlindungan preventif maupun represif terhadap anak berkebutuhan khusus. Perlindungan preventif dilakukan melalui pembentukan regulasi, sosialisasi, dan pendidikan anti bullying. Sementara itu, perlindungan represif dilakukan melalui penegakan hukum terhadap pelaku bullying dan pemberian rehabilitasi kepada korban.
Perlindungan hukum terhadap anak berkebutuhan khusus juga harus dilakukan dengan pendekatan hak asasi manusia. Anak berkebutuhan khusus memiliki hak yang sama dengan anak lainnya untuk memperoleh pendidikan, perlakuan yang adil, dan lingkungan yang aman.
Oleh karena itu, pengaturan hukum yang telah ada harus diimplementasikan secara optimal melalui kerja sama antara pemerintah, sekolah, keluarga, dan masyarakat agar perlindungan terhadap anak berkebutuhan khusus dapat berjalan efektif.
Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana (DP3AP2KB) Kota Medan merupakan instansi pemerintah daerah yang memiliki tugas dalam memberikan perlindungan terhadap perempuan dan anak korban kekerasan termasuk anak berkebutuhan khusus korban bullying. Dalam menjalankan tugasnya, DP3AP2KB Kota Medan melakukan berbagai bentuk pelayanan seperti penerimaan pengaduan, pendampingan hukum, rehabilitasi psikologis, mediasi, dan koordinasi dengan aparat penegak hukum. Pelayanan tersebut bertujuan untuk memberikan perlindungan dan pemulihan kepada anak korban bullying.
Penerapan perlindungan hukum terhadap anak berkebutuhan khusus diawali dengan mekanisme pelaporan kasus. Laporan dapat berasal dari keluarga korban, pihak sekolah, masyarakat, maupun lembaga sosial yang mengetahui adanya tindakan bullying terhadap anak berkebutuhan khusus. Setelah menerima laporan, DP3AP2KB akan melakukan asesmen awal terhadap kondisi korban. Asesmen dilakukan untuk mengetahui bentuk kekerasan yang dialami korban, dampak psikologis yang ditimbulkan, dan langkah penanganan yang diperlukan.
Dalam kasus tertentu, DP3AP2KB memberikan pendampingan psikologis kepada korban melalui kerja sama dengan psikolog dan konselor profesional. Pendampingan tersebut sangat penting karena korban bullying sering mengalami trauma, ketakutan, dan penurunan rasa percaya diri. Selain pendampingan psikologis, DP3AP2KB juga memberikan bantuan hukum kepada korban apabila tindakan bullying telah memenuhi unsur tindak pidana. Bantuan hukum tersebut dilakukan melalui koordinasi dengan kepolisian dan lembaga bantuan hukum.
DP3AP2KB Kota Medan juga melakukan upaya preventif melalui kegiatan sosialisasi mengenai perlindungan anak dan bahaya bullying. Sosialisasi dilakukan di sekolah-sekolah, lingkungan masyarakat, dan berbagai kegiatan edukasi publik. Dalam pelaksanaan perlindungan hukum, DP3AP2KB bekerja sama dengan berbagai pihak seperti Dinas Pendidikan, kepolisian, sekolah, lembaga sosial, dan organisasi masyarakat. Kerja sama tersebut dilakukan untuk menciptakan sistem perlindungan anak yang terintegrasi.
Meskipun berbagai upaya telah dilakukan, implementasi perlindungan hukum terhadap anak berkebutuhan khusus masih menghadapi sejumlah kendala. Salah satu kendala utama adalah rendahnya kesadaran masyarakat mengenai pentingnya melaporkan kasus bullying. Banyak keluarga korban memilih untuk menyelesaikan kasus secara kekeluargaan karena khawatir terhadap stigma sosial.
Kendala lainnya adalah keterbatasan jumlah tenaga profesional yang memiliki kompetensi dalam menangani anak berkebutuhan khusus. Tidak semua psikolog dan konselor memiliki pemahaman yang memadai mengenai kebutuhan khusus anak penyandang disabilitas. Selain itu, masih terdapat sekolah yang belum menerapkan pendidikan inklusi secara optimal. Dalam beberapa kasus, pihak sekolah kurang responsif terhadap laporan bullying sehingga korban tidak memperoleh perlindungan yang memadai.
Kurangnya koordinasi antara sekolah, keluarga, dan pemerintah juga menjadi hambatan dalam penanganan kasus bullying. Penanganan yang tidak terintegrasi menyebabkan proses perlindungan terhadap korban menjadi kurang efektif. Dalam praktiknya, DP3AP2KB Kota Medan terus berupaya meningkatkan kualitas pelayanan melalui pelatihan tenaga pendamping, peningkatan kerja sama lintas sektor, dan penguatan sistem pengaduan masyarakat.
DP3AP2KB juga berupaya meningkatkan kesadaran masyarakat mengenai pentingnya menghormati hak-hak anak berkebutuhan khusus. Edukasi dilakukan untuk menghilangkan stigma negatif dan membangun lingkungan yang inklusif. Penerapan perlindungan hukum terhadap anak berkebutuhan khusus tidak hanya menjadi tanggung jawab pemerintah, tetapi juga memerlukan dukungan keluarga dan masyarakat. Dengan adanya kerja sama yang baik, diharapkan anak berkebutuhan khusus dapat memperoleh perlindungan secara maksimal dari tindakan bullying.

D. Kesimpulan 

Berdasarkan hasil penelitian, perlindungan hukum bagi anak berkebutuhan khusus di Indonesia telah diatur dalam berbagai peraturan perundang-undangan yang memberikan jaminan perlindungan dari kekerasan, diskriminasi, dan bullying. Di Kota Medan, perlindungan tersebut dilaksanakan oleh Dinas DP3AP2KB melalui pendampingan psikologis, bantuan hukum, sosialisasi, serta kerja sama dengan lembaga terkait untuk mendukung pemenuhan hak-hak anak berkebutuhan khusus.
[bookmark: _bookmark39]Penerapan perlindungan hukum terhadap anak berkebutuhan khusus di Dinas DP3AP2KB Kota Medan dilakukan melalui program pendampingan, pelayanan pengaduan, sosialisasi, serta koordinasi dengan instansi terkait untuk memenuhi hak dan kebutuhan anak berkebutuhan khusus.   Pelaksanaan perlindungan tersebut menunjukkan adanya upaya DP3AP2KB Kota Medan dalam mewujudkan perlindungan dan pemenuhan hak anak berkebutuhan khusus sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku. 

Saran
Pemerintah perlu meningkatkan pengawasan dan pelaksanaan regulasi terkait perlindungan anak berkebutuhan khusus agar hak-hak anak dapat terpenuhi secara optimal. Dinas DP3AP2KB Kota Medan diharapkan dapat meningkatkan kualitas pelayanan dan memperluas kerja sama dengan sekolah, psikolog, dan lembaga sosial dalam penanganan kasus bullying terhadap anak berkebutuhan khusus. Sekolah dan masyarakat perlu meningkatkan kesadaran mengenai pentingnya menghormati hak-hak anak berkebutuhan khusus serta menciptakan lingkungan yang inklusif dan bebas dari bullying.
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    Abstrak        Anak merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari keberlangsungan kehidupan bangsa dan  negara yang memiliki hak konstitusional untuk memperoleh perlindungan dari segala bentuk  kekerasan, diskriminasi, dan perlakuan yang merendahkan martabat. Namun, fenomena  perundungan ( bullying ) terhadap anak berkebutuhan khusus (ABK) masih sering terjadi  karena mereka dianggap berbeda, baik dari segi kemampuan komunikasi, perilaku, maupun  kondisi fisik. Meskipun Indonesia telah memiliki berbagai peraturan perundang - undang an,  implementasi perlindungan hukum terhadap ABK belum berjalan secara optimal sehingga  terjadi kesenjangan antara norma hukum dengan realitas sosial. Oleh karena itu, penelitian ini  bertujuan untuk mengetahui pengaturan hukum dalam perlindungan anak berkebutuhan  khusus di Indonesia, penerapan perlindungan hukumnya di Dinas Pemberdayaan Perempuan,  Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana (DP3AP2KB) Kota  Medan, serta hambatan dan upaya yang dihadapi dalam penerapannya. Metode penelitia n  yang digunakan adalah penelitian hukum empiris dengan pendekatan yuridis sosiologis.  Penelitian ini mengkaji ketentuan hukum yang berlaku beserta implementasinya di  masyarakat dengan fokus di Dinas DP3AP2KB Kota Medan. Sumber bahan hukum yang  digunakan meliputi bahan hukum primer (peraturan perundang - undangan), bahan hukum  sekunder (buku, jurnal, artikel ilmiah), dan bahan hukum tersier (kamus hukum).  Pengumpulan data dilakukan melalui studi kepustakaan dan wawancara, yang kemudian  dianalisis secara kuali tatif untuk disusun secara sistematis guna menjawab rumusan masalah  penelitian. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pengaturan hukum perlindungan ABK di  Indonesia secara normatif telah dijamin dalam Pasal 28B ayat (2) UUD 1945, Undang - Undang  Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak, dan Undang - Undang Nomor 8 Tahun 2016  tentang Penyandang Disabilitas. Di lapangan, Dinas DP3AP2KB Kota Medan menerapkan  perlindungan hukum melalui mekanisme penerimaan pengaduan, pelaksanaan asesmen awal,  pemberian pendamping an psikologis dan bantuan hukum, hingga koordinasi lintas sektor.  Kendati demikian, penerapannya masih menghadapi hambatan berupa rendahnya kesadaran  masyarakat untuk melaporkan kasus karena takut akan stigma sosial, keterbatasan tenaga  profesional yang memiliki kompetensi ABK, kurangnya pemahaman sekolah mengenai  pendidikan inklusif, serta lemahnya koordinasi antarlembaga.  Upaya yang dilakukan untuk  mengatasi hambatan tersebut mencakup program preventif berupa sosialisasi anti - bullying  dan karakter di sekolah, penguatan pengawasan kebijakan, peningkatan kapasitas tenaga 

